ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN SEWA RUMAH TANPA
AKTA TERTULIS DI KOTA YOGYAKARTA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 146/PDT/2019/PT YYK)

L)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA

STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

NISA RAHMATILLAH ZALDA
NIM. 22103040015

DOSEN PEMBIMBING:
ISWANTORO, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026



ABSTRAK

Perjanjian sewa rumah merupakan hubungan hukum yang lazim dijumpai dalam
kehidupan masyarakat, khususnya di Kota Yogyakarta. Dalam praktiknya,
perjanjian sewa rumah sering dilakukan tanpa akta tertulis dan hanya didasarkan
pada asas kepercayaan, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum
terkait kepastian hukum dan kekuatan pembuktian apabila terjadi sengketa.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian sewa
rumah tanpa akta tertulis menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta
mengkaji  implikasi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta =~ Nomor
146/PDT/2019/PT YYK.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan
meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, putusan pengadilan, serta literatur
hukum dan jurnal ilmiah, dengan teori perjanjian dan teori kepastian hukum sebagai
dasar analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa rumah tanpa akta
tertulis tetap sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur
dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun memiliki
kelemahan pada aspek pembuktian. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor
146/PDT/2019/PT Y YK menegaskan pengakuan hubungan hukum sewa-menyewa,
tetapi ketiadaan bukti tertulis menyebabkan penyewa dinyatakan wanprestasi. Oleh
karena itu, perjanjian sewa rumah perlu dibuat secara tertulis guna menjamin
kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.

Kata Kunci: Perjanjian sewa rumah, akta tertulis, kepastian hukum,
putusan pengadilan
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ABSTRACT

A house lease agreement is a legal relationship commonly found in society,
particularly in the City of Yogyakarta. In practice, such agreements are often made
without a written deed and rely solely on mutual trust, which may lead to legal issues
concerning legal certainty and evidentiary strength in the event of disputes. This
research aims to analyze the legal standing of unwritten house lease agreements
under the Indonesian Civil Code and to examine the implications of the Yogyakarta
High Court Decision Number 146/PDT/2019/PT YYK.

This study employs normative legal research using statutory and conceptual
approaches. The legal materials consist of the Indonesian Civil Code, court
decisions, as well as legal literature and academic journals, analyzed through the
theories of contract law and legal certainty.

The findings indicate that unwritten house lease agreements remain legally
valid as long as they fulfill the requirements of a valid contract as stipulated in
Article 1320 of the Indonesian Civil Code, yet they have weaknesses in terms of
evidentiary proof. The Yogyakarta High Court Decision Number 146/PDT/2019/PT
YYK confirms the existence of a lease relationship; however, the absence of written
evidence resulted in the tenant being declared in default. Therefore, house lease
agreements should be made in written form to ensure legal certainty and to protect
the rights of the parties.

Keywords: House lease agreement, written deed, legal certainty, court decision.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari hubungan hukum yang
merupakan suatu keniscayaan lahir dari interaksi sosial antara individu dengan
individu maupun antara individu dengan kelompok. Interaksi tersebut
menimbulkan kebutuhan untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak agar
tercipta keteraturan, kepastian, serta keadilan. Salah satu bentuk interaksi
hukum yang paling dekat dengan kebutuhan dasar manusia adalah perjanjian
yang berkaitan dengan tempat tinggal.

Perjanjian sewa rumah merupakan salah satu bentuk perjanjian yang
paling sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Kota
Yogyakarta. Kota ini merupakan pusat pendidikan, budaya, dan pariwisata
yang memiliki karakteristik sosial dinamis dengan mobilitas penduduk yang
tinggi. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan akan hunian sementara atau
rumah sewa menjadi sangat penting bagi berbagai kalangan, mulai dari
mahasiswa, pekerja, hingga pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya,
perjanjian sewa rumah tidak selalu dituangkan dalam bentuk akta tertulis,
melainkan seringkali hanya dilakukan secara lisan atau tanpa dokumen formal.
Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait

dengan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak.

' Agus Yudha Hernoko, “Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Dinamika Hukum Perdata
Indonesia,” Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 18:2 (2013), him. 161-163.



Secara normatif, perjanjian sewa menyewa diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1548 sampai dengan
Pasal 1600, yang menegaskan bahwa sewa menyewa merupakan suatu kontrak
yang mengikat antara pemilik rumah sebagai pihak yang menyewakan dengan
penyewa sebagai pihak yang menerima sewa.Namun, agar suatu perjanjian
dapat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum, Pasal 1320 KUH Perdata
mensyaratkan adanya empat unsur pokok, yaitu kesepakatan para pihak,
kecakapan untuk membuat perjanjian, objek tertentu, dan sebab yang halal.?

Salah satu bentuk perjanjian yang sering dijumpai dalam kehidupan
sehari-hari adalah perjanjian sewa rumah. Misalnya, seorang pemilik rumah
menyewakan rumahnya kepada pihak lain dengan janji pembayaran sejumlah
uang tertentu setiap bulannya serta dengan jangka waktu yang telah disepakati.
Perjanjian seperti ini dapat dituangkan dalam akta tertulis, tetapi tidak jarang
pula hanya dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan antar pihak.

Permasalahannya, perjanjian sewa rumah yang dibuat tanpa akta tertulis
sering menimbulkan ketidakjelasan dalam pembuktian syarat sah perjanjian
tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa yang sulit diselesaikan
secara optimal melalui mekanisme hukum perdata. Fenomena ini masih banyak
dijumpai dalam masyarakat karena alasan kepraktisan dan kepercayaan antar
pihak lebih diutamakan daripada aspek kepastian hukum. Akan tetapi,

ketiadaan akta tertulis melemahkan posisi hukum para pihak, khususnya terkait

2 Jumiyati, “Tanggung Jawab Hukum Pengusaha Dalam Perjanjian Sewa Menyewa
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata),” Jurnal Tana Mana, Vol. 6:2
(Agustus 2025), him. 129.



kesepakatan, jangka waktu, dan harga sewa, sehingga mengurangi efektivitas
perlindungan hukum.?

Fenomena lemahnya pembuktian akibat perjanjian sewa rumah tanpa
akta tertulis juga tercermin dalam praktik peradilan tingkat pertama, salah
satunya dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor
43/Pdt.G/2019/PN  Yyk. Dalam perkara tersebut, Pengadilan Negeri
Yogyakarta tetap mengakui adanya hubungan hukum sewa menyewa antara
para pihak, namun menilai bahwa pihak penyewa tidak dapat membuktikan
secara memadai pemenuhan kewajibannya, sehingga dinyatakan melakukan
wanprestasi.

Fenomena tersebut tercermin dalam praktik peradilan, salah satunya pada
Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 146/PDT/2019/PT YYK.
Sengketa bermula dari perjanjian sewa rumah yang dilakukan sejak tahun 1989
antara penyewa dengan perusahaan daerah, yang kemudian beralih kepada PT.
Anindya Mitra Internasional. Dalam perkembangan berikutnya, para penyewa
tetap menempati rumah tanpa membayar kewajiban sewa, bahkan mencoba
mengklaim kepemilikan atas objek sengketa. Kasus ini menunjukkan bahwa
ketiadaan atau lemahnya bukti tertulis dalam perjanjian dapat memperbesar
potensi konflik, termasuk kesulitan pembuktian status hukum para pihak

maupun objek sengketa.

3 Adinda Levania, dkk, “Efektivitas Legalisasi Notaris dalam Melindungi Kekuatan
Perjanjian Sewa Menyewa Rumah,” Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Vol. 4:2 (April 2025),
him. 3414.



Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 146/PDT/2019/PT YYK
merupakan hasil pemeriksaan pada tingkat banding terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Yyk. Dalam perkara
a quo, pihak yang merasa dirugikan mengajukan upaya hukum banding dengan
alasan bahwa hakim tingkat pertama dinilai keliru dalam menerapkan hukum
serta tidak cermat dalam menilai alat bukti dan fakta persidangan. Namun
demikian, setelah memeriksa kembali seluruh berkas perkara, termasuk
gugatan, jawaban, replik, duplik, serta alat bukti yang diajukan para pihak,
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan sependapat dengan
seluruh pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dan mengambil alih
pertimbangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan
banding. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Yogyakarta menguatkan Putusan
Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Yyk.*

Hukum perdata menempatkan akta tertulis sebagai alat bukti otentik yang
memberikan jaminan kepastian hukum lebih kuat dibandingkan dengan
perjanjian yang dibuat secara lisan. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum
kontrak yang menekankan pentingnya asas kepastian hukum (rechtszekerheid),
agar hubungan hukum yang lahir dari perjanjian tidak menimbulkan multitafsir
maupun sengketa berkepanjangan. Menurut Mariam Darus Badrulzaman,

perjanjian lisan memang tetap sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320

4 Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Putusan Nomor 146/PDT/2019/PT YYK, hlm. 37.



KUH Perdata, namun kelemahannya terletak pada aspek pembuktian di
pengadilan.’

Karakteristik masyarakat Yogyakarta yang masih menjunjung tinggi asas
kepercayaan (trust) dalam hubungan kontraktual menyebabkan praktik sewa
menyewa tanpa akta tertulis tetap dipertahankan. Akan tetapi, perkembangan
hukum modern menuntut adanya sinkronisasi antara kebiasaan masyarakat dan
kepastian hukum formal. Dalam hal ini, keterlibatan notaris atau pejabat
pembuat akta sewa rumah memiliki peran penting untuk mencegah sengketa
sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.® Implikasi dari
persoalan tersebut dimana perjanjian sewa rumah tanpa akta tertulis membuka
potensi kerugian bagi kedua belah pihak. Penyewa, yang mungkin menganggap
hubungan sewa berlangsung lancar berdasarkan kepercayaan, dapat kehilangan
haknya apabila terjadi sengketa, terutama dalam hal pembayaran sewa atau
klaim kepemilikan. Sementara itu, pemilik rumah juga berisiko kehilangan hak
atas pembayaran sewa atau hak untuk meminta penghentian perjanjian jika
tidak ada bukti tertulis yang jelas. Oleh karena itu, pentingnya dokumen tertulis
dalam perjanjian sewa rumah sebagai alat perlindungan hak kedua belah pihak
menjadi sangat jelas.

Implikasi juga tampak nyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi

Yogyakarta Nomor 146/PDT/2019/PT YYK. Dalam perkara tersebut, hakim

5 Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan
Penjelasan, (Bandung: Alumni, 1996), him. 27.

¢ Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2010), him. 112.



tetap mengakui keberadaan hubungan hukum sewa menyewa meskipun tidak
dituangkan secara tertulis. Akan tetapi, para penyewa pada akhirnya
dinyatakan wanprestasi karena tidak dapat membuktikan kewajiban yang telah
disepakati, bahkan sempat berupaya mengklaim kepemilikan atas objek sewa.
Kondisi ini mencerminkan adanya perbedaan antara norma hukum dan
penerapannya dalam praktik peradilan. Secara normatif, KUH Perdata
mengakui sahnya perjanjian lisan sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian,
namun secara praktis perjanjian semacam ini menghadapi kelemahan mendasar
pada aspek pembuktian, sehingga berdampak pada lemahnya perlindungan
hukum bagi salah satu pihak.

Dengan demikian, perjanjian sewa rumah tanpa akta tertulis memiliki
dua dimensi penting. Pertama, dari segi normatif, perjanjian tersebut tetap sah
dan diakui keberlakuannya menurut ketentuan KUH Perdata. Kedua, dari segi
praktis, perjanjian semacam ini rentan menimbulkan kerugian karena sulitnya
pembuktian di hadapan pengadilan. Oleh sebab itu, kajian yuridis mengenai
perjanjian sewa rumah tanpa akta tertulis dengan merujuk pada Putusan
Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Yyk yang dikuatkan
oleh Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 146/PDT/2019/PT YYK
menjadi relevan, karena dapat menunjukkan keterkaitan antara norma hukum

yang berlaku dan realitas penerapannya dalam praktik peradilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum perjanjian sewa rumah tanpa akta tertulis

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?



2. Bagaimana Implikasi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor
146/PDT/2019/PT YYK terhadap perjanjian sewa rumah tanpa akta

tertulis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum perjanjian sewa
rumah tanpa akta tertulis menurut perspektif hukum perdata, khususnya
berdasarkan ketentuan KUH Perdata.

b. Untuk menganalisis implikasi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Nomor 146/PDT/2019/PT YYK terhadap perjanjian sewa rumah tanpa
akta tertulis

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian yang digunakan baik untuk pembaca

maupun peneliti antara lain:

a. Kegunaan Teoritis
Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya terkait
kajian perjanjian sewa rumah tanpa akta tertulis. Analisis terhadap
Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 146/PDT/2019/PT
YYK diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai
kedudukan hukum perjanjian lisan dalam perspektif KUH Perdata,

relevansi asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam perjanjian



sewa menyewa, serta peran alat bukti tertulis dalam menjamin
perlindungan hukum para pihak. Hasil penelitian ini dapat dijadikan
referensi dan rujukan bagi kalangan akademisi, mahasiswa, maupun
peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan kajian pada ruang lingkup
hukum perjanjian dan praktik peradilan perdata.

. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan
acuan dalam penyelesaian sengketa perjanjian sewa rumah, terutama
bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan kontraktual tanpa akta
tertulis. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat meningkatkan
kesadaran hukum mengenai pentingnya menuangkan perjanjian dalam
bentuk tertulis guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan
terhadap hak dan kewajiban para pihak. Dari perspektif praktisi hukum,
penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam menangani perkara sewa
menyewa rumah, khususnya yang berkaitan dengan kelemahan
pembuktian akibat ketiadaan akta tertulis. Sementara itu, bagi
pemerintah maupun pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat
menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat regulasi terkait praktik
sewa menyewa rumah, termasuk mendorong peran notaris dalam
legalisasi perjanjian agar sengketa serupa dapat diminimalisir di

kemudian hari.



D. Telaah Pustaka

1. Kajian yang dilakukan Karman melalui karya berjudul “Keabsahan
Perjanjian Sewa Menyewa Rumah yang Dilakukan Secara Lisan”
membahas mengenai praktik sewa menyewa rumah yang hingga saat ini
masih banyak dilakukan oleh masyarakat tanpa dituangkan dalam bentuk
akta tertulis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perjanjian lisan
tetap dianggap sah menurut hukum perdata Indonesia sepanjang
memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320
KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek
tertentu, dan causa yang halal. Meskipun demikian, penelitian ini
menegaskan bahwa keberadaan perjanjian lisan memiliki kelemahan dari
sisi kekuatan pembuktian. Ketika timbul sengketa, para pihak akan
mengalami kesulitan dalam menunjukkan bukti otentik mengenai isi
kesepakatan, seperti jangka waktu sewa, harga sewa, serta hak dan
kewajiban masing-masing pihak. Karman menekankan bahwa kondisi ini
memperlihatkan adanya kesenjangan antara praktik masyarakat yang
mengedepankan asas kepercayaan (#rust) dengan prinsip kepastian hukum
yang dijunjung dalam sistem hukum perdata.’

2. Kajian yang dilakukan oleh Siti Chomsiyah melalui karya berjudul
“Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Toko dalam

Bentuk Tidak Tertulis”. Penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis

7 Karman, “Keabsahan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah yang Dilakukan Secara Lisan,”
Jurnal Privat Law, Vol. IX, No. 2 (2021), hlm. 217.
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perjanjian sewa menyewa bangunan toko yang dibuat tanpa akta tertulis,
khususnya ditinjau dari prinsip-prinsip perjanjian serta upaya hukum yang
dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi. Fokus penelitian ini berbeda
dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, karena objek
kajiannya adalah rumah tinggal yang berfungsi sebagai sarana tempat
kediaman seseorang.®

3. Kajian yang dilakukan oleh Nurhayati, Lestari, dan rekan-rekan
dituangkan dalam artikel “Problematika Hukum dalam Perjanjian Sewa
Rumah Tanpa Akta Tertulis”. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek
sosial dan yuridis dari praktik perjanjian lisan. Menurut penulis, faktor
utama yang menyebabkan masyarakat masih banyak menggunakan
perjanjian lisan adalah kepraktisan serta tingginya tingkat kepercayaan
antar pihak. Namun, hal tersebut justru menimbulkan berbagai persoalan
hukum, khususnya terkait kepastian jangka waktu sewa, kenaikan harga,
serta potensi terjadinya sengketa akibat tidak adanya dokumen tertulis
yang memuat detail kesepakatan. Artikel ini menegaskan pentingnya peran
notaris dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dengan
membuat akta otentik. Akta tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat
bukti yang kuat, tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin

keseimbangan hak dan kewajiban antara penyewa dan pemilik rumah.’

8 Siti Chomsiyah, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Toko Dalam
Bentuk Tidak Tertulis", E-Journal. Unmas. Ac.1d, (2008), him.19.

Nurhayati, Lestari, dkk., “Problematika Hukum dalam Perjanjian Sewa Rumah Tanpa Akta
Tertulis,” Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 12, No. 1 (2025), hlm. 44.
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E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perjanjian
Menurut Ruten, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang lahir
berdasarkan formalitas-formalitas sebagaimana diatur dalam ketentuan
hukum yang berlaku, yang bergantung pada adanya pernyataan kehendak
dari dua orang atau lebih. Pernyataan kehendak tersebut ditujukan untuk
melahirkan akibat hukum, baik demi kepentingan salah satu pihak dengan
beban pihak lainnya maupun demi kepentingan bersama secara timbal
balik.! Pembahasan mengenai teori perjanjian ini akan mengantarkan
pada teori-teori lain yang berkaitan, khususnya mengenai syarat sahnya
perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu
adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri, kecakapan hukum untuk
membuat perjanjian, objek tertentu, serta sebab yang halal. Selain itu, teori
perjanjian juga berkaitan dengan teori-teori dalam hukum perikatan yang
lebih luas sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

2. Teori Kepastian Hukum
Menurut Utrecht, kepastian hukum lahir dari adanya aturan-aturan yang
bersifat jelas dan tegas, sehingga setiap orang dapat memahami dengan
pasti tindakan mana yang diperbolehkan dan tindakan mana yang dilarang.

Dengan demikian, teori ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan

10 Patrik Purwahid, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian
Dan Dari Undang-Undang), (Bandung: Mandar Maju, 1994),hlm.46.



12

kepastian dalam pelaksanaan hukum.!! Dalam sistem negara hukum,
keberadaan kepastian hukum merupakan prasyarat esensial bagi tegaknya
supremasi hukum. Kepastian hukum hanya dapat terwujud melalui
penerapan hukum yang konsisten dan tegas, di mana aturan hukum
diberlakukan secara merata kepada seluruh warga negara tanpa
pengecualian maupun diskriminasi.'? Sejalan dengan hal tersebut, Satjipto
Rahardjo menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari
esensi hukum itu sendiri. Menurutnya, kepastian hukum dimaknai sebagai
suatu keadaan di mana hukum bersifat positif dan berlandaskan pada fakta
yang nyata. Hukum tidak boleh dipahami sebagai sekadar rumusan nilai
subjektif hakim, seperti kesopanan atau itikad baik, melainkan harus
dirumuskan secara jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam
penerapannya. '3
3. Teori Perlindungan Hukum

Istilah Teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu legal
protection theory, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut sebagai
theorie van de wettelijke bescherming dan dalam bahasa Jerman disebut

theorie der rechtlijke Schutz. Teori ini menjelaskan aspek perlindungan

" Alfonsus Nahak, "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam
Perspektif Hukum Gustav Radbruch," Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Vol. 2:3 (2023) him.
11663.

12 Sulasiyah Amini, “Pentingnya Pendaftaran Tanah:Perspektif Teori Kepastian Hukum”,
Jurnal Hukum dan Kenoktariatan, Vol. 6:3 (Agustus 2023) hlm.1335.

13 Pedro Susanto, “Akibat Hukum Pemegang Hak Bekas Eigendom Verponding Dalam
Sengketa Kepemilikan Tanah”, Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 4:2 (Desember, 2022) hlm. 98-99.
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hukum bagi rakyat dalam perspektif hukum Pemerintahan atau hukum
administrasi terutama mengenai konsep, prinsip, sarana perlindungan
hukum dan bentuknya. Perlindungan hukum dalam perspektif Hukum
Adminitrasi terkait dengan jaminan bahwa hak rakyat dihormati dalam
rangka pelayanan publik berkenaan "tindak pemerintahan" berdasarkan
atas asas negara hukum. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum
adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang
dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat
agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum
dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak
sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.
Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara
sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.56 Menurut
Phillipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai
tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan
hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa,
yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam
pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang
represif bertujuan untuk menyelesalkan terjadinya sengketa, termasuk

penangananya di lembaga peradilan.'*

4 Yuvensius Manek, | Made Arjaya, dkk., Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran
Indonesia Non Prosedural dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, (Surabaya: Scopindo Media
Pustaka, 2023), hlm. 44-45.
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Metode penelitian menjadi salah satu aspek penting yang berperan dalam
membantu penyelesaian permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, metode
penelitian digunakan sebagai pendekatan utama dengan tujuan
memperoleh informasi seluas dan sebanyak mungkin. Adapun metode
penelitian yang penulis gunakan adalah:

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah penelitian
hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif
dilakukan dengan menelaah serta mengkaji hukum dalam bentuk norma,
aturan, asas, prinsip, doktrin, teori, maupun literatur hukum lainnya untuk
menemukan jawaban atas persoalan hukum yang diteliti. Umumnya,
penelitian hukum normatif berbentuk studi kepustakaan, yaitu dengan
memanfaatkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan,
putusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas serta prinsip hukum,
teori hukum, hingga pendapat para ahli. '

2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan bersifat
yuridis, yakni berfokus pada norma hukum tertulis maupun doktrin yang
dikemukakan oleh para ahli. Adapun pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini meliputi:Pendekatan Perundang-undangan (Statute

15 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: UNRAM Press, 2020) him. 47-48.
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Approach).Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai
ketentuan hukum positif yang mengatur perjanjian sewa menyewa,
khususnya yang terdapat dalam KUH Perdata, yakni Pasal 1320 mengenai
syarat sahnya perjanjian, serta Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 yang
mengatur mengenai perjanjian sewa menyewa. Selain itu, penulis juga
menelaah peraturan perundang-undangan lain yang memiliki relevansi
dengan objek penelitian. ' Dan  Pendekatan Konseptual (Conceptual
Approach),Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah doktrin dan
pendapat para ahli hukum mengenai konsep-konsep hukum yang relevan,
seperti konsep perjanjian, asas kebebasan berkontrak, asas kepastian
hukum (rechtszekerheid), serta teori mengenai pembuktian dalam hukum
perdata. Melalui pendekatan ini, penulis dapat memahami dasar filosofis
dan teoretis dari norma hukum yang berlaku, sehingga argumentasi hukum
yang dibangun menjadi lebih kokoh.!’
3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Disebut deskriptif karena
penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis,
faktual, dan akurat mengenai fenomena hukum yang diteliti, yaitu praktik
perjanjian sewa rumah yang dilakukan tanpa akta tertulis. Sementara itu,

penelitian ini juga bersifat analitis, karena tidak hanya berhenti pada

18Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia,
2006), him. 302.

17 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
2004), hlm. 55.
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deskripsi atau pemaparan, tetapi juga mengkaji dan menganalisis
fenomena hukum tersebut dengan menggunakan teori hukum perjanjian
dan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis. '® Dengan sifat
deskriptif-analitis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan jawaban

komprehensif terhadap rumusan masalah yang diajukan.

G. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:

a.

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan
perundang-undangan, KUH Perdata, serta Putusan Pengadilan Tinggi
Yogyakarta Nomor 146/PDT/2019/PT YYK sebagai objek penelitian.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, berupa doktrin, literatur hukum, hasil
penelitian terdahulu, artikel, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan topik

penelitian.

. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau

penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,
misalnya kamus hukum, ensiklopedia hukum, maupun data pendukung

lain.

187ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), him. 45.
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H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau studi
kepustakaan (library research). Hal ini dilakukan dengan cara menelusuri,
membaca, dan menelaah dokumen-dokumen hukum, baik berupa peraturan
perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun literatur ilmiah seperti
buku, jurnal, serta artikel hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang
dikaji.'

Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis dengan
menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Analisis deskriptif-
kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan bahan hukum yang ada,
kemudian menafsirkannya secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah
penelitian. Selanjutnya, penulis melakukan analisis perbandingan antara norma
hukum, doktrin, serta putusan pengadilan untuk menarik kesimpulan yang
bersifat preskriptif, yakni memberikan solusi atau rekomendasi hukum yang

dapat diterapkan dalam praktik.?’

Sistematika Pembahasan

Bab pertama, berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,

27.

YBambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), him.

20Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 45.
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metode penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bagian ini dipaparkan
gambaran awal mengenai alasan penelitian dilakukan, arah penelitian, serta
metodologi yang digunakan.

Bab kedua, berisi Kajian Teori yang membahas teori Perjanjian dan teori
kepastian hukum sebagai dasar analisis penelitian.

Bab ketiga, memuat mengenai objek penelitian. Dalam bab ini penulis
akan menjelaskan mengenai isi putusan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Nomor 146/PDT/2019/PT YYK,

Bab keempat, berisi analisis mengenai kedudukan hukum perjanjian
sewa rumah tanpa akta tertulis serta implikasi Putusan Pengadilan Tinggi
Yogyakarta Nomor 146/PDT/2019/PT YYK, dengan menggunakan teori dan
norma hukum yang telah diuraikan sebelumnya.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang disusun
berdasarkan rumusan masalah, serta memuat saran-saran yang bersifat
akademis maupun praktis bagi para pihak yang terkait dengan perjanjian sewa

rumah tanpa akta tertulis.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Hukum Perjanjian Sewa Rumah Tanpa Akta Tertulis
Menurut KUH Perdata
Perjanjian sewa rumah tanpa akta tertulis tetap sah dan mengikat secara
hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang memenuhi
syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata,
yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab
yang halal. Namun demikian, perjanjian lisan memiliki kelemahan mendasar
dari aspek kepastian hukum dan pembuktian, karena tidak adanya rumusan
tertulis mengenai hak dan kewajiban para pihak. Akibatnya, apabila terjadi
sengketa, perjanjian sewa rumah tanpa akta tertulis cenderung menyulitkan
pembuktian dan berpotensi melemahkan posisi hukum para pihak, khususnya
pthak yang memiliki posisi tawar lebih lemah.

2. Implikasi  Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta  Nomor
146/PDT/2019/PT YYK terhadap Perjanjian Sewa Rumah Tanpa Akta
Tertulis
Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 146/PDT/2019/PT YYK
menunjukkan bahwa hakim tetap mengakui keberadaan perjanjian sewa
rumah tanpa akta tertulis demi menjamin keadilan substantif berdasarkan
fakta penguasaan objek sewa dan pengakuan para pihak. Namun demikian,

putusan tersebut sekaligus mencerminkan lemahnya kepastian hukum dan
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perlindungan hukum preventif akibat ketiadaan perjanjian tertulis. Implikasi
putusan ini menegaskan bahwa perjanjian tertulis memiliki peran penting
sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum, mempermudah
pembuktian, serta memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para
pihak dalam hubungan sewa menyewa rumah. Dengan demikian, meskipun
perjanjian lisan diakui keabsahannya, praktik perjanjian sewa rumah tanpa
akta tertulis tidak ideal dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di
kemudian hari.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis, perjanjian sewa
rumah tanpa akta tertulis meskipun sah menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, masih memiliki kelemahan dalam aspek kepastian hukum
dan kekuatan pembuktian sebagaimana tercermin dalam Putusan
Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 146/PDT/2019/PT YYK. Oleh

karena itu, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat dan para pihak yang melakukan perjanjian sewa
menyewa rumah, disarankan agar perjanjian sewa menyewa dituangkan
dalam bentuk tertulis, baik dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta
notaris. Pembuatan perjanjian tertulis tersebut penting untuk memberikan
kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu sewa,
besaran uang sewa, serta mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga dapat
meminimalkan potensi perbedaan penafsiran dan memperkuat alat bukti

apabila di kemudian hari terjadi sengketa.
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2. Bagi aparat penegak hukum dan pembentuk kebijakan, diharapkan
dapat mendorong terciptanya kepastian hukum dalam praktik perjanjian
sewa menyewa rumah melalui penegakan hukum yang konsisten serta
pengembangan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pentingnya
perjanjian tertulis. Upaya tersebut diperlukan agar putusan pengadilan tidak
hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa konkret, tetapi juga
memberikan pedoman normatif yang mampu menjamin perlindungan
hukum yang seimbang dan berkelanjutan bagi para pihak dalam

hubungan sewa menyewa.
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